ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah
bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama
Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PAKrs.” ini merupakan hasil penelitian
dokumentasi yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa dasar dan
pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam menolak
permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dan
bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah
sirri di bawah umur.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor :
032/Pdt.P/2011/PA Krs. dan wawancara secara langsung dengan hakim yang
mengadili perkara tersebut serta literatur pendukung yang relevan terhadap
permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode
analisis deskriptif.

Penelitian ini berawal dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh
Ma’at untuk anaknya Hudrat Wahyono. Hudrat Wahyono sudah menikah secara sirri
dengan Hamidataul Rif’a. Ketika Hamidataul Rif’a hamil lima bulan, Ma’at bin
Aswar selaku orang tua dari Hudrat Wahyono mengajukan permohonan kehendak
nikah antara Hudrat Wahyono dengan Hamidataul Rif’a ke Pegawai Pencatat Nikah
(PPN). Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan
oleh Ma’at bin Aswar karena usia Hudrat Wahyono belum mencapai 19 tahun dan
menyarankan kepada Ma’at bin Aswar agar mengajukan permohonan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama. Dari proses pemeriksaan, majelis hakim menyimpulkan
bahwa alasan utama yang diajukan dalam pengajuan dispensasi nikah adalah agar
tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya
kelak. Dari pemeriksaan ¢ersebut majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 7
angka (3) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan tidak menerima
permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon serta menganjurkan anak
pemohon mengajukan permohonan isbat nikah.

Anjuran isbat nikah kepada anak pemohon yang dilakukan hakim kurang tepat,
karena anak pemohon masih di bawah umur. Dalam undang-undang perkawinan No.
1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi calon mempelai
yang belum cukup umur (19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan) harus
mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan. Tidak semata-mata hanya bisa
diselesaikan dengan isbat nikah.

Untuk itu, dalam memberikan putusan, seyogyanya majelis hakim lebih
memikirkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan kemudahan bagi para
pencari keadilan.
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